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PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan, atas rahmat dan bimbinganNya selama lima 

Kepengurusan Nasional Periode 2014-2019.
Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Jogyakarta, dengan Tema 

2019. 

yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Periode 2014-2019.

menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan mandat organisasi selama 5 tahun 

penghambat. 

Program-program yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, seluruhnya ditujukan untuk 

Sedangkan peningkatan kinerja organisasi, berdampak pada kerja-kerja dan upaya-upaya perbaikan 

laki, khususnya bagi mereka yang lemah dan berkebutuhan khusus.
Capaian kemajuan dan keberhasilan menjalankan mandat ini, terjadi karena adanya kerjasama antara 

Perempuan Indonesia, di seluruh Wilayah Indonesia

dan anggota. Namun, sebagian lagi dari rintangan dan tantangan masih sangat berat dilalui, dan 
membutuhkan kerja lebih keras pada periode kepengurusan yang akan datang.
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Nasional untuk periode lima tahun yang akan datang (2020-2024) 

Dalam kesempatan ini, Pengurus Nasional Periode 2014-2019 menyampaikan terima kasih kepada 

dalam membagun organisasi dan melakukan perubahan bagi masyarakat. Terima kasih tak terhingga 
juga disampaikan Kader yang bekerja keras memajukan perempuan melalui berbagai kegiatan 

Indonesia yang telah bekerja keras mendukung pelaksanaan mandate kepengurusan Periode 2014-2019. 

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2014-2019, juga menyampaikan terima kasih 

kebijakan publik, sehingga Koalisi Perempuan Indonesia dapat menjalankan perannya dalam mendorong 
lahirnya kebijakan, program dana lokasi anggaran yang berpihak pada kelompok miskin dan terpinggir, 
berorientasi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua 
warga Negara Indonesia 

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan jejaring kerja masyarakat sipil, media, 

sama membangun gerakan untuk perubahan kearah Indonesia yang lebih baik. Terima kasih juga 
disampaikan kepada Jejaring Organisasi Internasional, perwakilan Negara sahabat.

Terima kasih juga disampaikan pada lembaga penyandang dana beserta Programnya: Akuntabilitas Sosial 

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2014-2019, menyampaikan permohonan 

tanggungjawab selama ini 

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia
Periode 2014-2020 
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KOALISI PEREMPUAN DALAM ANGKA
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BAB I 

ANALISIS SITUASI

A. Analisis Situasi Eksternal 

regional dan Internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan mandat organisasi 

1. Situasi Dalam Negeri 

1) Pikada Serentak 

beberapa tahun yaitu Pilkada Serentak Tahun 2015, Pilkada Serentak Tahun 2017, Pilkada Serentak 
Tahun 2018 dan Pilkada Serentak tahun 2020, hingga akhirnya akan ada Pilkada serentak di seluruh 
Indonesia pada tahun 2027.

Walikota. Pilkada Serentak 2017, berhasil  menaikkan 1 perempuan wakil gubernur,  10 perempuan 

sepanjang pelaksanaan Pilkada Serentak, hanya 1 perempuan berhasil menduduki posisi sebagai 

Sejumlah Perempuan kepala daerah, berhasil membuat perubahan di daerahnya, diantaranya 

layanan publik.

Tetapi di sisi lain, sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan hanya menjabat beberapa 
bulan atau kurang dari setegah masa jabatannya, karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

perempuan.
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dan Aliran). Pilkada serentak juga menjadi pintu masuk bagi kaum ekstremis dan radikal untuk menolak 

2) 

pengawasan kepolisian maupun pemerintah.

momentumnya saat pilkada serentak. Terutama saat pelaksanaan pilkada serentak di Jakarta. Dimana 

Selain dalam bentuk penggunaan anak-anak sebagai bom bunuh diri, juga pelarangan atau penolakan 

Sunat terhadap perempuan dan menyuarakan pesan, “Dilarang melarang Sunat Perempuan” 

hijab atau Jilbab terjadi di berbagai sekolah. Disamping itu, terdapat pula gerakan Indonesia tanpa 

penghapusan praktek perkawinan anak.

melawan pada suami dan bertentangan dengan Islam. Diawali dengan kemenangannya menolak 

merekrut kader-kader Koalisi Perempuan Indonesia, dan mempengaruhinya untuk keluar dari Koalisi 

Indonesia yang mengundurkan diri karena pengaruh dari kelompok ini.  Dua diantaranya menyatakan 
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3) 

jaminan terhadap hak berorganisasi, sehingga memungkinkan bertumbuhnya berbagaiorganisasi 
perempuan. Lahirnya berbagai peraturan perundangan yang mendukug kesetaraan dan keadilan 

pelayanan publik dan perlindungan sosial serta diakuinya peran dan sumbangan perempuan dalam 
berbagai bidang pembangunan. 

Meski terdapat berbagai kemajuan di bidang kesetaraan dan keadilan gender, namun setelah 20 

kekerasan seksual.

menunjukkan sejumlah kemajuan di berbagai bidang. Namun di samping kemajuan tersebut, masih 
terdapat sejumlah masalah, terutama terkait dengan kemandirian organisasi, utamanya dalam 
hal pembiayaan organisasi. Padahal, kemandirian organisasi ini akan sangat berpengaruh pada 
keberlanjutan organisasi.

4) 

1) HTI sebagai 

2) Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat 

3)

Tindakan pemerintah ini dinilai dapat membahayakan hak beroganisasi bagi organisasi-oragnisasi 

badan hukum. 
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5) 

menumpuk di kantor desa atau kelurahan. Problem lainnya adalah sejumlah warga miskin, meski 

mekanisme penyampaian keluhan.

6) Pelaksanaan Undang-Undang Desa 

persiapan tersebut adalah penyusunan sejumlah peraturan pelaksana, baik peraturan pemerintah 

dengan dibentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan 

Koalisi Perempuan Indonesia, telah terlibat dalam proses penyusunan undang-undang desa sejak 

internal maupun eksternal untuk mengembangkan dan memperkuat diri sebagai perempuan 
pemimpin. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia memiliki sejumlah program untuk 
melaksanakan program pemberdayaan perempuan desa. 

Koalisi Perempuan Indonesia juga memperkenalkan peringatan Hari Internasional Perempuan 

7) 
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Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 diselenggarakan serentak dan 

Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2019 dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Di Dalam Negeri, pemilu diselenggarakan di 

Perempuan:92.929.422 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) sebanyak 805.075 
TPS. 

pemutakhiran data pemilih. 

berkaitan dengan peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, peningkatan keterwakilan 

2. Situasi Internasional 

1) 

(CEDAW), 
 (ICPD) dan 

Negara di dunia. 
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bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan keserakahan, dimanaseluruh kehidupan dapat 
tumbuh dengan subur. Dunia yang bebas dari ketakutandan kekerasan.  Dunia dengan kemampuan 

aman, terjangkau dan bernutrisi, energi yang terbarukan dan terjangkau. 

terhadap HAM, Hak Perempuan, Hak Anak dan martabat manusia, keadilan hukum, kesetaraan 
dan non diskriminasi, penghargaan terhadap suku, etnis dan budaya, persamaan kesempatan yang 

dapat tumbuh dengan bebas dari kekerasan dan eksploitasi. 

terhadappemberdayaan mereka sudah dihilangkan. Dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan 

2) 

Presiden Amerikat Serikat ke 45 ini, Donald Trump, terpilih sebagai pemenang pemilu  pada  

kebijakan 

rendah, untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Amerika 4) Penolakan sejumlah perjanjian 

kebijakan Donald Trump tersebut, terutama terkait proteksi perdagangan dan industri dalam negeri, 

dunia. 

Donald Trump. Dampak langsung dari kebijakan Trump adalah menurunnya ekspor Indonesia 
ke Amerika, sehingga berakibat pada penutupan sejumlah perusahaan atau industri. Sedangkan 
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termasuk Amerika, karena pengetatan kebijakan imigrasi di berbagai negara. 

Di penghujung akhir 2019,   Donald Trump menghadapi upaya Pemakzulan oleh Kongres Amerika. 

3) 

Ekstremisme berbasis agama juga terjadi di berbagai negara, kelompok ini melakukan berbagai 

Indonesia, apada Agustus 2014, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Yudoyono 
memutuskan bahwa ISIS adalah kelompok yang di larang di Indoesia. Namun, meskipun telah di 
larang, organisasi ini tetap melakukan aksi-aksi kekerasan serta menggalang dana di Indonesia. ISIS 

untuk melakukan berbagai aksi kekerasan di Indonesia . 

kaum kaum muda untuk perempuan maupun laki-laki unuk bergabung dengan ISIS. Pada awal 

yang dikuasai oleh ISIS telah direbut kembali oleh pemerintah yang sah. Pada Maret 2019, ISIS 
dinyatakan kalah total oleh pemerintah Suriah. Seluruh milisi ISIS ditangkap dan dipenjara, atau 
beberapa diantaranya dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan.

Di akhir 2019, isu tentang nasib warga negara lain dari berbagai negara yang ikut berperang sebagai 

kepada negara dan pemerintahnya, karena mereka menganggap pemerintah dan negaranya adalah 
Thaghut1.

1 Thaqhut adalah istilah dalam Islam merujuk pada setiap yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan 
oleh penyembah atau pengikutnya, atau dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam melawan Allah (wikipedia) 
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4) 

Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil Koalisi Perempuan Indonesia bersama berbagai organisasi 

perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia. Pemerintah telah menerima sejumlah rekomendasi dari 
berbagai negara. Namun problemnya, sejumlah rekomendasi tersebut belum dimasukkan dalam 

Pemerintah Indonesiaberkewajiban menyampaikan laporan impelementasi Konvensi Penghapusan 

5) 

Krisis ekonomi mulai menunjukkan gejalanya pada pertengahan tahun 2017 akibat perang dagang 
antara Amerika  dengan China. Sejumlah negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi .

Malaysia, Hongkong. 

Krisis di berbagai negara tersebut akan berdampak bagi Indonesia, karena nilai ekspor Indonesia 
ke negara-negara yang terkena krisis akan menurun. Pada gilirannya terjadi Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) atau bahkan Penutupan perusahaan.

Akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, organisasi kerja sama pembangunan ekonomi 

B. Analisis Situasi Internal

Koalisi Perempuan Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam kurun waktu lima tahun,  

Perempuan dan Cabang juga tumbuh dengan baik. Namun pertumbuhan wilayah masih sangat 
lambat. Dalam kurun waktu, Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia hanya bertambah satu provinsi. 

layanan Pendidikan Kader Dasar (PKD) bagi anggota baru. Akibatnya, prosentase anggota yang 
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oleh adanya Community Organizing (CO )
Perempuan Indonesia dan terjun ke masyarakat. 

bekerja melayani masyarakat.  Sedang pemerintah Kabupaten dan Kota, juga mulai mengalokasikan 

Kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi pun masih sangat beragam. Sejumlah wilayah 

kapasitas. 

Dua wilayah belum terkelola dengan baik, yaitu:  wilayah (Sulawesi Tenggara) menglami kekosongan 

satu wilayah lagi, mengalami kekosongan jabatan sekwil, karena sekwil yang bersangkutan 

mempertangungjawabkan dana organisasi yang dikelolanya.

memperkuat keberanian pengurus dan kader untuk memantau dan mendorong transparansi dan 

sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri.

Di penghujung akhir tahun masa jabatan (2019) terjadi musibah, Presidium Nasional. Sdr Luki 

menjadi sangat terbatas. 
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BAB II

LAPORAN PRESIDIUM NASIONAL

A. 

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, 

sebagai berikut

1. 
mandat Kongres Nasional sebagai landasan kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan 
Indonesia, termasuk di dalamnya pengesahan SOP bertanggung jawab menetapkan 
berdasarkan mandat kongres 

2. 

4. 

5. Melakukan pengawasan dan pemantauan 
misi, dan penghayatan nilai-nilai di kalangan organisasi dan anggota Koalisi Perempuan 
Indonesia.

Program Kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia

7. Presidium Nasional Harian bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program 
Kerja Sekretariat

8. 
Perempuan Indonesia

9. 
mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak lain

10. 

11. 
keuangan dan kekayaan organisasi.
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B. 

Nasional, adalah sebagai berikut: 

1. 

• Surat Keputusan Pengurus Nasional 

• 

terlampir dalam laporan ini 

2. 

3. 

Pengawasan terhadap perkembangan pengorganisasian dilakukan dalam proses monitoring dan 
evaluasi (monev) terhadap sekretarriat nasional maupun Monev di wilayah. 

Selain itu, Presidium Nasional juga melakukan pemeriksaan data perkembangan jumlah anggota 

4. (monitoring)

Kerja Nasional, yaitu dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu monev semester 
I dan Monev semester II 
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5. 

Pengawasan oleh Presidium harian dilakukan dalam bentuk Presidium Harian hadir ke Sekretariat 
Nasional, dalam waktu-waktu tertentu (seminggu 2 hari) untuk mengawasi beberapa perkembangan 

Pengawasan oleh Presdium Nasional ini dilakukan oleh Presidium Harian yang berada di Jakarta, 
terutama oleh Sdr. Luki Paramita. Setelah sdr Luki Paramita meninggal, pengawasan dilakukan oleh 
Sdr Maulani 

6. 

Wilayah saat Presidium Nasional membantu Presidium Wilayah melakukan monev. 

1. 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

2. Presidium Nasional KK Lansia : Perlindungan sosial khusus bagi Lansia 

3. 

4. 
dan input pertanian bagi perempuanpetani, dan perubahan iklim.  

5. 

sosial bagi perempuan nelayan dan perempuan dalam rumah tangga nelayan.

6. Presidium Nasional KK Masyarakat Adat: -

7. 
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8. 
kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas, pembentukan KK 
Disabilitas di Wilayah dan kerja sama antara KK Disabilitas dengan organisasi penyandang 

Kekerasan Seksual terkait diskriminasi terhadap Perempuan penyandang disabilitas mental. 

9.  : perlindungan sosial bagi 
perempuan kepala keluarga, akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan lajang dan 
perempuan kepala keluarga, penghapusan diskriminasi layanan kesehatan reproduksi bagi 
perempuan lajang dan kepala keluarga.

10. 

dalam pertanggungan risiko Pekerja Migrant, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran yang 
berhadapan dengan Hukum, penanganan status stateless pekerja migran dan keluarganya, 
perlindungan dari praktek perdagangan orang.

11. 
kekerasan terhadap mahasiswa perempuan, kepemimpinan perempua muda

7. 

regional , mewakili organisasi. Diantaranya : 1) Pertemuan Pemuda ASEAN, 2) pertemuan kampanye 

8. 

Dilakukan dalam bentuk pembahasan dan penandatanganan kerja sama dengan donor, 

nasional juga mendampingi Sekretaris Wilayah berdialog dengan pemerintah setempat. 

9. 
kekayaan organisasi.

penggunaan strategi yang diambil oleh sekretariat nasional dan memberikan masukan terhadap 
strategi yang diambil. 
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Presidium nasional juga menggali masalah masalah organisasi yang dihadapi oleh wilayah dan 

masalah, serta memeriksa perkembangan penyelesaian masalah melalui pemeriksaan laporan 
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BAB III 

LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL 

A. 

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, se-

sebagai berikut : 

1) 

a. -
-

puan sesuai kewenangannya,

b. 

d. Menyampaikan jadwal rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat dalam rangka 
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

e. Menyusun dan Menyampaikan Laporan kemajuan organisasi dan laporan Pertanggung-
jawaban dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi

2) 

a. 

b. Melakukan koordinasi dengan Presidium Nasional guna menjaga serta meningkatkan 

d. Memimpin Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia  guna menjalankan dan 
mengelola sehari-hari pelaksanaan program dan kelembagaan Koalisi Perempuan Indo-

e. -
sasi Koalisi PerempuanIndonesia  sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres 
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-
ganisasi  Koalisi Perempuan Indonesia  sesuaikebijakan yang telah ditetapkan dalam 

g. 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

h. -

Indonesia  Wilayah.

i. -
-

empuan Indonesia

j. Membuat kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi problem hukum, atau rintangan 
struktural yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertumbuhan organisasi

k. -

( ).

l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres Nasional 
Koalisi Perempuan Indonesia.

B. 

a. -

-
-

ingannya,  

c. -

 d. Menyampaikan jadwal rapat-rapat yang diselenggarakan 
oleh Sekretariat dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. -

e, yaitu Menyusun dan Menyampaikan Laporan kemajuan organisasi dan lapo-
ran Pertanggungjawaban dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam 
Kongres Nasional.

 : 
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a. Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional menjadi program 

-
-

b. 
kinerja organisasi, 

-

-
-

-

d. Memimpin Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia  guna menjalankan dan mengelola 
sehari-hari pelaksanaan program dan kelembagaan Koalisi Perempuan Indonesia, dilaksanakan 

e. Menyusun anggaran untuk menjalankan program dan organisasi Koalisi PerempuanIndonesia 

Penggalangan dana guna menjalankan program dan organisasi  Koalisi Perempuan Indonesia  se-
suaikebijakan, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga donor maupun dengan pemerintah. 

g. -
-

h. 
Indonesia   Cabang dan Koalisi Perempuan Indonesia  Wilayah dilakukan melalui penambahan 

-

i. 

j. Membuat kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi problem hukum, atau rintangan struktural 
yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertumbuhan organisasi, kebijakan dibuat 
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k. -
-

). Serta  Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres Na-
sional Koalisi Perempuan IndonesiaDilaksanakan 5  (lima) tahun sekali. Saat ini telah dan sedang 
dilaksanakan.
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN MANDAT 
KONGRES NASIONAL IV

A. Mandat Kongres Nasional IV 

Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada 8-12 Desember 
Garis 

Visi lima, tahun ke depan Koalisi Perempuan Indonesia adalah berjuang untuk mewujudkan: 

 dimaknai sebagai situasi dan  kondisi perempuan yang terdidik,  
memahami hak-hak sebagai warga Negara, mampu mengambil keputusan untuk dirinya serta 

Sedangkan  adalah perempuan yang memiliki pengetahuan dan sikap 

lebih adil

• Melakukan upaya-upaya Penegakan dan pemenuhan HAM dan HAP adalah : serangkaian 
upaya atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap 

• Memperkuat Anggota dan Organisasi adalah serangkaian upaya atau kegiatan untuk 

menjalankan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip demokrasi, sehingga anggota dan 
organisasi Koalisi Perempuan Indonesia menjadi organisasi yang memiliki kemampuan 
tanggap terhadap perubahan, kredibel dan memiliki pengaruh.  

• 

dan militansi sehingga anggota Koalisi Perempuan Indonesia, baik dalam kapasitas individu 
maupun kelompok  memiliki kapasitas  kepemimpinan dan kemandirian dalam pengambilan 

• Menjamin Keberlanjutan Organisasi adalah menggalang dan mendayagunakan sumber 
daya berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel agar organisasi Koalisi 
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Perempuan Indonesia terus tumbuh dan berkembang serta tetap relevan tata kelola 

A. yang ada

struktur organisasi untuk menjadi perempuan mandiri dan memimpin.

B. :

I. Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan, terutama 

a) Hak untuk Hidup Layak

b) Hak Atas Pendidikan

Hak Atas Pangan

d) Hak Atas Pekerjaan yang Layak

e) Hak Atas Kesehatan

Hak Atas Tempat Tinggal

g) Hak Atas Pelayanan Publik

h) Hak Atas Sumberdaya Alam

II. 

a) Hak untuk berorganisasi

b) 

Hak untuk ikut dalam perumusan dalam pengambilan keputusan

d) 
keputusan

e) Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat

III. Perlindungan Sosial 

a) Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan 

b) 

Kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan gender dan 
memberdayakan
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IV. Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan 

a) 
berkeadilan gender 

b) 
dokumen legal personal (KTP, Akta nikah, Akta kelahiran, Kartu Keluarga) bagi 
kelompok miskin, rentan, minoritas dan terpinggir

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan 
orang

d) 

e) Mendorong dihapusnya  kebijakan, tradisi, praktek-praktek kebiasaan yang 

Indonesia 

V. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan 

a) Meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai tujuan, kebijakan, tahapan 

b) 

pengganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

d) 

pembangunan di Indonesia 

e) Memperkuat kapasitas perempuan pedesaan untuk mewujudkan demokrasi, 

Peningkatan kapasitas perempuan menggenai penggelolaan SDA dan dampaknya 
terhadap lingkungan serta kehidupan perempuan

g) Peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan terhadap perubahan iklim 

C. , melalui:

I. Tata Kelola Kelembagaan 

a) SOP pengelolaan iuran anggota 

b) Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi

Strategi Organisasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan dalam 

Wilayah)
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d) 

e) 

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi dan keuangan disemua 

II. Memperkuat Kelembagaan 

a) 

b) 

Penambahan jumlah kader organisasi dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan 

penggalangan dana)

d) 

e) 

Kemandirian Pendanaan

D. 

I. 

II. Membangun dan menguatkan jejaring kerja organisasi

III. Peningkatan Kapasitas Advokasi 

IV. Peningkatan kapasitas Kepemimpinan Perempuan

V. 

VI. 

VII. Peningkatan kapasitas administrasi organisasi

VIII. Peningkatan kapasitas riset dan pengelolaan pengetahuan

IX. Peningkatan kapasitas pengelolaan program dan pelaporan

X. Peningkatan kapasistas dan penambahan jumlah kader yang siap menduduki posisi 
strategis dalam pengambilan keputusan.

XI. Peningkatan kapasitas bagi perempuan yang telah menduduki posisi kepemimpinan
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B. Pelaksanaan Mandat Kongres Nasional IV 

A. 

organisasi untuk menjadi perempuan mandiri dan memimpin, dilakukan melalui pendidikan 

pengambilan keputusan serta mendorong kader Koalisi Perempuan Indonesia  menduduki posisi 
strategis dalam pengambilan keputusan. 

B. 

1. 

Pembelaan dan perjuangan Hak Asasi Manusia, khususnya : Hak untuk Hidup Layak, Hak 
Atas Pendidikan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan yang Layak, Hak Atas Kesehatan, 
Hak Atas Tempat Tinggal, Hak Atas Pelayanan Publik, Hak Atas Sumberdaya Alam, dilakukan 
melalui : 

1) , untuk menjamin agar anak-anak perempuan memiliki 

diharapkan, anak-anak perempuan ini kelak menjadi perempuan dewasa yang sehat 
dan memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan baik. Advokasi ini 

Advokasi  tahun 2014 sampai tahun 2019 dilakukan melalui 2 (dua) kali pengajuan uji 
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Hasilnya,

2) 
substansi advokasi Koalisi Perempuan adalah pada bab Perlindungan Pekerja Indonesia 
sejak pra penempatan, masa penempatan dan Pemulangan, khususnya tentang 

khusus untuk penanganan korban perdagangan orang melalui jalur migrasi.

i. Perlindungan Pekerja Migran dari Perdagangan Manusia. Koalisi 

ii. 
bagi Perkerja Indonesia di Luar Negeri yang menghadapi masalahhukum; serta

iii. Perlindungan hak-hak kewarganegaraan. Dimana salah satu 
rekomendasinyaadalah Pemerintah Indonesia menyediakan layanan administrasi 
dan berbagaibentuk kemudahan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja 

mempertahankankewarganegaraannya melalui pengurusan administrasi yang 
mudah dan berbiayarendah

wilayah bersama Preswil dan anggota KK Perempuan buruh migran.Koalisi Perempuan 

Hasilnya

Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia. 

3) 

dan perlindungan terhadap perempuan nelayan, perempuan pembudidaya ikan dan 
perempuan petambak garam.Disamping itu, advokasi ini juga mendorong adanya 
perlindungan bagi perempuan dalam keluarga nelayan, karena mereka memiliki 
berbagai bentuk kerentanan dan risiko.
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Hasilnya 

iv. 

pekerjaan perempuan sebagai nelayan, diakui dalam undang-undang ini.

v. 
pembudidaya ikan dan petambak garam menyebutkan tentang perlindungan 
dan pemberdayaan bagi perempuan (perempuan dalam keluarga nelayan

Hingga saat ini masih banyak Perempuan Nelayan yang belum berhasil 
mengubah jenis pekerjaannya pada KTP sebagai Perempuan Nelayan. Sehingga 

bagi nelayan.

4) Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Penyandang 
Disabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan sosial bagiperempuan penyandang 
disabilitas. Koalisi Perempuan Indonesia juga mendukung posisi jejaring Kerja Kelompok 
Disabilitas, terutama dalam memperjuangkan Kelembagaan untuk pemantauan 

(KND). 

Disabilitas.

Disabilitas.

Hasilnya
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5) Advokasi Perlindungan Sosial Pada semester 1 tahun 2015, Koalisi Perempuan 

khususnya tentang Pemerataan dan Penanggulangan kemiskinan, bagian perlindungan 

Namun advokasi ini mengalami berbagai rintangan, anatara lain karena adanya 

Advokasi perlindungan sosial untuk pemenuhan hak atas pangan Koalisi Perempuan 

Sejahtera dimana keluarga miskin dapat membeli kebutuhan pangannya di toko yang 
telah bekerja sama dengan kementerian sosial, untuk memenuhi kebutuhan bahan 
pokoknya. 

(long list) Prolegnas 2020-2024  dan Prioritas Prolegnas 2020  yang telah disahkan pada 
Desember 2019. 

6) Advokasi Standar Pelayanan Minimal. Advokasi mendorong Peraturan Daerah tentang 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai implementasi dari Peraturan PemerintahNo 
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 100 Tahun 2018 (Permendagri No 100 Tahun 2018) tentang Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal. Advokasi masih dalam tahap awal,  belum semua Cabang 
dan Wilayah melakukan pengawalan terhadap penyusunan Perda 

7) 
jaminan persamaan Hak atas tanah bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana 
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8) Koalisi Perempuan Indonesia telah menerbitkan Catatan 
Koalisi Perempuan Indonesia Tentang Prolegnas 2019 yang memberikan kirik terhadap 

Perempuan Indonesia tersebut disampaikan kepada anggota Kaukus Perempuan 

9) . Advokasi ini dilakukan untuk 

masih sangat sulit untuk mengakses energi, terutama energ untuk memasak dan energi 
listrik untuk pemenuhan kebuthan rumah tangga dan penerangan jalan umum. 

2. 

Advokasi sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Hak untuk berorganisasi, Hak atas 

berekspresi dan menyampaikan pendapat, Mendorong keterwakilan perempuan dalam 

1) 
pedesaan tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga desa, serta peluang-peluang 
strategis untuk meningkatkan petan dan kedudukan perempuan perdesaan dalam 

dan Musdes. Koalisi Perempuan Indonesia juga memperkuat pengetahua anggota 

pemerintah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat. 

2) 

pemilu dan sistem konversi suara ke kursi  yang memungkinkan dan memperkuat 

ormas dan pengurusan status badan hukum organisasi. Termasuk memperjuangkan 
status badan hukum Koalisi Perempuan Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak 
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Indonesia. 

4) Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga Pengelenggara Pemilu  dilakukan 

memberikan surat dukungan dan rekomendasi bagi kader Koalisi Perempuan Indonesia 
yang telah lolos seleksi administrasi.

5) 

menjadi saksi.  

3. 

     Advokasi Perlindungan sosial diarahkan pada upaya untuk mewujudkan : 1)  Transparansi 

menyeluruh, berkeadilan gender danmemberdayakan.

dilakukan 

(SJSN) dan Peraturan Pemerintah serta peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan 

layanan Kesehatan oleh lnstansi Penyedia layanan kesehatan dan rendahnya akses 

 di 72 (tujuh puluh dua) desa.  Pembangunan 
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konsep baru pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu , JKN 
Dual Sistem, , dan . 

Hasilnya

masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan. Disamping  itu Koalisi 
Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Obudsman untuk mendorong perbaikan 

mempromosikan konsep baru Koalisi Perempua Indonesia tentang , JKN 
Dual Sistem, , dan 

4. 

i. Penyelamatan dan penanganan Korban Perdagangan Orang. Dalam kurun waktu 
lima tahun sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama 
dengan sekretariat wilayah, jejaring organisasi kementerian sosial dan Kepolisian 
menggagalkan praktek perdagangan orang terhadap 49 perempuan NTT dan 5 
orang asal sumatera dan Sulawesi.

ii. 

iii. Memperbesar Akses perempuan untuk memperoleh surat nikah, KTP dan akte 

Kota dan Pengadilan. Program terutama dilakukan di beberapa wilayah yang 

layanan terpadu dan jemput bola 

iv. 

Kepemilikan Akte kelahiran. 

v. 

vi. 
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5. 

1) 

2) 

4) Memperluas Akses perempuan terhadap tanah dilakukan oleh KK Perempuan Petani 
yang melakukan advokasi untuk penggunaan lahan desa untuk pertanian ramah 
lingkungan 

5) Pengetahuan Perempuan tentang Perubahan Iklim. Peningkatan pengetahuan 
perempuan tentang perubahan iklim dan peningkatan kapasitas perempuan dalam 

untuk peningakatan pengetahuan. Pembahasan tentang Perubahan Iklim hanya 
dilakukan karena adanya el nino dan la nina pada saat program pertanian ramah 
lingkungan akan dilakukan.   

C. 

1. 

a) Penyusunan dan Pengesahan SOP pengelolaan iuran anggota dan penggalangan 

b) Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi dilakukan melalui 

pendekatan khusus untuk masing masing wilayah. 
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Strategi Organisasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan 

Cabang dan Wilayah), kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan SOP 

struktur yang menerima program atau bagi yang membutuhkan.  

d) 

bersamaan dengan kegiatan-kegiatan advokasi atau kegiatan pengorgansasian 

e) 

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi dan keuangan disemua 

2. 

a) 
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Disamping itu, masih terdapat 2.954 anggota yang belum menentukan kelompok 
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b) 

Struktur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perempuan
917 977 1.042 1.051 1.100 1.118 201

Cabang 120 157 177 202 82
Wilayah 14 14 14 15 15 15 1

Penambahan jumlah kader organisasi dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan 

penggalangan dana)
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No Jenis Pendidikan 2014 2019 Total 
1 Pendidikan Kader Dasar 8.185 15.258
2 Pendidikan Kader Menengah 128 117 245

Pendidikan Kader Lanjut 
4 Pendidikan CO -
5 - 88 88

- 182 182
7 -
8 - 81 81
9

advokasi 
- 28 28

10 -
11
12 TOT dan uji booklet Pendidikan 

14 Pendidikan Pemilih 
15

-
kawinan Anak)

d) 
dilakukan, bagi wilayah yang telah melakukan update data anggota. Namun belum 

e) Kemandirian Pendanaan masih menjadi masalah, sebagian besar program dan ke-
giatan masih ditopang oleh penyandang dana. Iuran belum berjalan sebagaimana 

D. 

 
 
     PKD, PKM dan PKL 

 
 

CO Penggalangan dan Pembentukan Organisasi Perempuan di Tingkat Desa  
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2.8. Pendidikan Pemilih 

A. 

Selama kurun waktu lima tahun, dalam melaksakan mandate organisasi, Sekretariat nasional 

1. 

-
-

Perempuan, AMAN Indonesia, Solidaritas Perempuan. 

2. Advokasi Prolegnas 

a. -

dan Komnas Perempuan 

b. 
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d. -
ta penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI), PPCI dan Jejaring organisasi penyandang 

-

e. 

dan Perludem

g. 

3. 

dan Maju Perempuan Indonesia (MPI). Di beberapa wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, 

4. 

-
ungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Pembangunan Ma-
nusia dan Kebudayaan untuk mendorong perubahan Kebijakan usia perkawinan 

5. Perlindungan Sosial 

Advokasi Perlindungan Sosial dan Perbaikan Pelayanan Publik dilakukan bersama jejaring 
-

6. 

-

-



 

7. 

-

8. 

Advokasi akses Perempuan terhadap energy terbarukan dilakukan melalui jejaring dengan 

9. 

-

-
toleransi dan ekstremisme 

B. 

yaitu : 

1. -
gan undang-undang 

2. Sebanyak 7 telah berhasil diintervensi dan telah disahkan 

-
lan Koalisi Perempuan Indonesia belum diakomodir 

4. 
Prolegnas 2020

5. Penambahan anggota ditargetkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang namun hanya 
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7. Kemandirian organisasi masih menjadi masalah serius, karena iuran dan usaha yang sah 

C. 

Laporan keuangan disampaikan dalam lampiran 
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BAB V 

REFLEKSI, PREDIKSI 5 TAHUN KE DEPAN 
DAN REKOMENDASI

A. 

• Dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan 
-

• Koalisi Perempuan Indonesia telah memberikan sumbangan dalam proses dan hasil penyusunan 
-

masih dihadapkan pada berbagai tantangan 

• -
-
-

CEDAW

• Innovasi periode 2014-2019 tetap dilanjutkan sebagai strategi antara lain: Pendidikan Ketrampi-
-
-

-

• 
-

• Program dan Dukungan Donor: 

• KOMPAK
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• 

• CSO-LA-SDG

•  (Hivos), dilaksanakan di Cabang 

• 

• ACCES 

• IKAT –Power -

•  

• dilaksanakan dalam Pro-
-

Sulawesi Tengah 

• -
lawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan  

• 

• 

B. 

Dalam lima tahun ke depan akan terjadi : 

1. 
1945 

2. -

langsung 
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4. -

5. Adanya gagasan Pemerintah terkait moderasi beragama dihadapkan dengan penguatan 
ektremisme 

perempuan. Disamping itu pilihan pemerintah untuk memperkuat investasi asing akan 

C. Rekomendasi

a. -
an yang akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang 

b. Koalisi Perempuan Indonesia perlu memprioritaskan Kemandirian organisasi untuk 

Koalisi Perempuan Indonesia perlu mengambil keputusan terhadap Kelompok 

d. -
isi Perempuan Indonesia yang paling rentan dan paling menentukan untuk mewu-
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NO TOTAL

2015 2017 2018 2019

1. bank
               

4,594,482,515 
                                                          

2. Penerimaan       

  * Donor :       

    - Mampu
                                                                         

  
                    

   

 
                                                                           

 

    - ICCO  
              

   

 
                                     

 
                  
129,974,540  

 
                               

1,015,197,507 
                                                    

209,212,728 

  
                                               

2,215,055,424 
                 

       4,828,704,928 

 
-

  
             
1,544,475,000 

                             

    - HIVOS  
                                    

148,808,855 
                                   

    - MCAI  
                                              

 

    - KOMPAK  
                                                  

 

        

  * Internal :       

 
                  
405,187,970 

                                            
2,852,094,279 

              

    - Iuran Anggota   
                         
127,400  

                         
                 428,400 

 
                                                                    

1,298,000 
                          

 

 
   - Sumbangan 

 
                        

  
                      
1,150,000               4,400,000 

 
                                                                                  

44,870,807 
                    

 Total ( saldo awal 
+ penerimaan )

               12,558,781,209 

Pengeluaran       

       

    - Mampu
                                                                         

 
                  

    

 
                  
999,854,808 

                   
910,177,595 

                 
  

 
                                                                          

129,972,000 
                 

 
                                                                                        

  
                                               

1,927,441,128 
                 

 
-

  
                                              

    - HIVOS   
                                                    

    - MCAI  
                   
748,712,928 

             
1,914,849,750 

                                                         
- 

    - KOMPAK  
                                                                                               

-        1,582,192,050 

  
                
1,720,584,910 

                                          

 
-                                             

10,972,887 
                   
17,157,857 

                     
14,422,871 

                      
9,002,850             54,829,781 

 
Total Pengeluaran                   
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1 KAS KONSOLIDASI  

2  

  

  

  

  

  

 

 

 
            1,052,202,442.00 
 

  - Mandiri : 124-0007589527 (HIVOS)  
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Lampiran :

Surat Keputusan Tahun 2015
1. -

2. -
klanjut Mandat Kongres nasional IV Koalisi Perem-
puan Indonesia

4. 
Operasional Perlindungan Anak

5. 

-

Surat Keputusan Pengurus Nasional

1. 
-

sia Wilayah Sulawesi Nasional
2. 

Sekertariat WilayahSulawesi Tenggara oleh Seker-
tariat Nasional

-

1. 

2. 
tentang Kelompok Kerja (POKJA)

tentang Prosedur Operasional Stan-
dar.

Surat Keputusan Pengurus Nasional

1. 
tentang Perpindahan Kelompok 



Surat Keputusan Tahun 2017
1. 

2. 

pangkal, Iuran dan Sumbangan Anggota

Operasional Pengumpulan dan Pengunaan Sumban-
gan Masyarakat

4. 

5. 
Strategis Organisasi 2015-2019

-
plan Organisasi 2017

7. -
saian Masalah-masalah Organisasi

8. -
um Nasional dari Kelompok Kerja Kelompok Kepent-
ingan

9. 

10. -

1. 
-

sional 2018
2. 

tentang Pengesahan Laporan Pen-
gurus Cabang, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Nasional Tahun 2017

tentang Penyelesaian Masalah-ma-
salah Organisasi

4. 
tentang Workplan Organisasi 2018

5. 
tentang Penyelenggaraan Kongres 
Nasional V

-
gan Dana Kongres Nasional V dan 
Kegiatan Organisasi

 



Surat Keputusan Tahun 2019
1. -

pat Kerja Nasional Tahun 2019
2. -

han Laporan Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Nasional Tahun 2018

-
saian Masalah-masalah Organisasi

4. -
plan Organisasi 2019

5. 
-

2019

-

7. -
batan Hasil Pemilihan dalam Kongres Wilayah, Kon-

8. 
-

sional

9. -
lenggaraan Kongres Nasional V

10. 

-
gan


































